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perundang-undangan, putusan yang saling bertolak belakang serta menyebabkan 

permasalahan hukum baru. 

2. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat 

beberapa saran baik untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, dan agar hasil 

penelitian ini dapat ditinjau lebih jauh lagi kedepannya, yakni: Pertama, 

diperlukannya parameter tertentu mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam 

menguji norma yang sifatnya delegated legislation, untuk menghindari overlay 

kewenangan antara lembaga negara, baik antara lembaga peradilan dan lembaga 

pembentuk undang-undang. Kedua, diperlukannya pengaturan lebih lanjut untuk 

menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam hal MA telah menjatuhkan 

putusannya, yang disusul dengan Putusan MK dengan objek perkara yang dijadikan 

batu uji oleh Mahkamah Agung. Ketiga, Integrasi kewenangan udicial review pada 

satu lembaga peradilan (MK) untuk menghindari terjadinya dualisme putusan 

peradilan dalam judicial review. 
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